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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.01/2012

TENTANG
PEDOMAN  LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
CONTOH FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Logo badan ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]
blik
pu ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Periode: Januari—Desember ... [diisi dengan tahun]
Unit Kerja yang . Bentuk Jangka Waktu
No. :\rll?(r)nrﬁ]asi Menyediakan ::](?Bzrar?]ggsrng]awab \é\;ilitbuug?;nTempat Informasi Penyimpanan/
Informasi yang Tersedia Retensi
KETERANGAN:

Nama Informasi

Unit Kerja yang Menyediakan Informasi

Penanggungjawab Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan
Bentuk Informasi yang Tersedia
Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

. diisi dengan nama informasi dan ringkasan isi informasi. Termasuk

keterangan waktu/periode, informasi tersebut disusun

berdasarkan periode tertentu.

apabila

: diisi dengan unit kerja yang yang menyediakan informasi.

: diisi dengan nama jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

: diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi.

. diisi dengan bentuk informasi yang tersedia, hardcopy atau softcopy.

. diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang disesuaikan dengan

ketentuan dalam Undang- Undang Kearsipan dan
perundang-undangan lain yang terkait.

peraturan

*Format ini adalah contoh format manual. Satuan Kerja Kewenangan PPID dapat mengembangkan dalam format lain,
misalnya dalam format elektronik. Namun harus tetap dapat diakses oleh publik serta memuat semua unsur yang

termuat dalam format ini.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSD. W. MARTOWARDQOJO
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.01/2012

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Logo badan
publik

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nama

Pekerjaan

Alamat

No. Telepon /Fax/ Email
No.KTP/NPWP

Informasi yang diminta

Tujuan penggunaan informasi

Bersama ini kami lampirkan

Cara memperoleh informasi

Cara mendapatkan informasi

berupa salinan dokumen

Nama jelas/tanda tangan/stempel

Nomor Pendaftaran
Tanggal Pengajuan Permohonan

: 1. £ Mengambil langsung
2. £ Faksimili

Lembar depan

Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

Mendapatkan salinan dokumen (hardcopy/softcopy)

£ Dikirim lewat pos
£ Email

Pemohon Informasi Publik,

Nama jelas dan tanda tangan
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Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali: (a)
informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum;
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan
ketahanan ekonomi nasional;, Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat
antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat
tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN
KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

lll. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan
informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.
Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang
diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi
yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik
adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda
atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan
keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO



http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.792

17

G LAY MOLLAY I T B

ETEANCHTNT MTTA TS
BT L BT I I P B PR

BF.JEU WLIE ELRL % UoLala NTIR JE30 JEfSEY RWUSLaL
Jengfuesseq BLKE JEd@e SOWa.d Lojoided ueblel @aum| alp

NI I U] AW K URpY O 7] SpJE_

& [Npat UAYEUaguad . ALy 1 vk ualusp
|PNSES [ALRIEAR BT RUEsg uony veweq uefag pojesenue Buet ue gl ey
URMRS JEsfsIFL LK SRt oD Lo I ot R1K -3 BIUE| URWLDQ0 N LU 1s [

ABILKY] LRI

lac L] SNRIS

L3 -FIHRATTLN] LOYEITY URSEE MR[E HUOWId 42 C ERULDWU LREL aBbuad Leqn) uebuap s ISR R B S0 Jenr_
oUW - LSRR SUES EeuLcp cRueteodd oA yRpan Jefilop sip BF AR Ey g Bues meducion |Raop Jebanpo s 2uiEp ok B o)
yigrd 12ELaU] L2 Jodad Jeb e JuR o 1s P UBK[IHE

ISENELE uCLEwar FEadid SR uRurjwad (AHuR) uRp ucy g [IERRTTLIH
A1 N2 uenyajuaciad JARIWL afuad |A53UR) URE UsY e LAYCWE |8 Balapnies Lodajapl LUK RUAdagg 000 ] U Jalau AP 15 | L REN R T

il ey ui ) wqu s Duwd puwe o csw aduue
D AA 155.W0ju 1FUDREW >0 JefERudd UCSER US40 SIp EARRUI URS Ty LEHYRINWOL HmMUN ISKLUDU] LCLELEA SR L3R deyEln LaLak LRBUE IS E - 7]
[HE SRR [TTEATTE s Fal 1T UaloWEL KIL & JS s | i lif)
SIFUM UENLERSqUEC WREP Jid= uescywckes |5 ueiusp jznses sip dldd uesnnras Aapmn ueunyauiec REHL e aefiep s £ E_
HF=H TR TR ] AW J LBNCLOLUDT UR e L e s B URKR I "0
WAL BN LIC|Cy Yawsl KI0E] Pl ol SFJY JHUSCLA eI sIp [FERTT R Ty FINLCLoL JeS e s | "o
aneBammey

i$coa = LE{kE]
15 Koy % el HLIY __an_.”:u.wm.. LRSI HRpIl KL npag
JHE]  J2nyE axquas oA Wm0 aﬂmnm__ I"45EI] E.ia
e i JEsfakp, HEiEh Wha] | JasArduaq yereqng  EERUREEY Halloy
‘B THIHEY o SHHPRILHI L P LE LG 1K LUER B OS] 2
Hng ‘el [R311 TS T fieg Ly Jauat, 2o ou-oh. E_ ITWGE or
st r vl _
Epamy T T knpup
JUE uRSuCa 1Sp] C IANILRSR O IR S R
13YANOINE NYMOHOMYId 33138034
(TR T RTLEE TR TI W 413nd
[ o * Eundsery ofiny unrjoz owar,) - 2 2

[ G Pl W O SRRl T T Y el ol R i RO Y Y 0 I

MU G THE 5 T AL R
, I I A T
TAVPRTLTNT VRIS
FRC T

(B B T P P W TR B
WVETHOH HITT L10:A
O L2 BIILHIMT ML I 3
LU Wi didsl



http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.792 18

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.01/2012
TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

Logo Badan ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

Publik ... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan informasi
Tanggal

No. Pendaftaran :
Kami menyampaikan kepada Saudara/i :
Nama :
Alamat

No. Telp/Fax’Email

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan:

No. Hal-hal Terkait Permohonan Informasi Keterangan

1. Penguasaan Informasi Publik* Tersedia
Tidak tersedia, dapat diperoleh pada:

2. Bentuk informasi yang tersedia* Softcopy/elektronik
Hardcopy

3. Waktu penyediaan Hari

4, Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**(tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

Informasi yang diminta tidak ada di Satuan Kerja kewenangan PPID. Informasi yang diminta dapat diperoleh di
|:| (tulis jika mengetahuinya)

I:l Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
I:l Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan.
(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
USRS )
Nama, Jabatan & Tandatangan
Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (P).
**  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.01/2012

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI

Logo Badan ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]
Publik

... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran:*

Nama e et et et e e e e e e e
Alamat e e e e e et e e
No. Telepon /Fax/ Email PR

Rincian Informasi yang PR
DIDULUNKAN e s

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan™ : ...........ccccoeiieiin s
Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID,
Yz 11 (U RPN *** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

(Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tandatangan

Keterangan

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**  Diisi oleh PPID sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

***  Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Satuan Kerja kewenangannya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132/PMK.01/2012

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

CONTOH FORMAT FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

Logo Badan ... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]

Publik
... [alamat, nomor telepon, faksimili, email]

FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor Registrasi Keberatan D e
(diisi oleh petugas)

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Publik

(atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama e e e et e e e e et e et e e e e e
Pekerjaan L et et et e e e e ee e e aee aan e

Alamat e e e e e et

No. Telepon/Fax/Email et e et ee e e e ee et e eeaae aan e

Dengan ini mengajukan KEBERATAN sehubungan dengan permohonan informasi publik yang sudah diajukan pada tanggal .........

Dengan nomor pendaftaran ...............

Adapun alasan mengajukan keberatan ini adalah karena*

............... (tempat)..................[tanggal], [bulan], [tahun]
Petugas Informasi Publik, Pengaju Keberatan,
(e e e ) (e )
Nama jelas/jabatan/stempel Nama jelas dan tanda tangan

Keterangan
* Alasan yang diajukan oleh pengaju keberatan sesuai dengan Pasal 35 UU KIP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
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